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MOTTO 

 

 ۚ  ُ اللَّّ َاهُ اآت مَّ مِ قْ فِ نْ ُ ي لْ فَ ُهُ ق زْ رِ هِ يْ لَ رَعَ قُدِ نْ مَ هِ  ۖ وَ تِ عَ سَ نْ مِ ةٍ عَ ذُوسَ قْ فِ نْ ُ ي لِ

ا رً يُسْ رٍ سْ عُ دَ عْ بَ للَّهُ لُُ عَ يَجْ ا ۚ سَ َاهَ اآت مَ اإِلََّ سً فْ نَ هُ فُاللَّ ل ِ يُكَ  لََ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang 

yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yangdiberikan 

Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.(QS at-Thalaq:7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidakdilambangkan Tidakdilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Śā' Ś es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Hā' H ح

∙ 
ha titik di bawah 

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zettitik di atas ذ

 Rā' R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Şād Ş es titik di bawah ص

 Dād D ض

∙ 
de titik di  bawah 

 Tā' Ţ tetitik di bawah ط

 Zā' Z ظ

∙ 
zettitik di bawah 

 Ayn …‘… komaterbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن



 

x 

 

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis  muta‘āqqidīn  متعاقّدين

 ditulis  ‘iddah  عدةّ

C. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Biladimatikan, ditulis h: 

 ditulis  hibah  هبة

 ditulis  jizyah  جزية

(ketentuaninitidakdiperlukanterhadap kata-kata Arab yang 

sudahterserapkedalambahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecualidikehendakilafalaslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis  ni'matullāh  اللهنعمة

 ditulis  zakātul-fitri زكاةالفطر

D. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh    ض رب ditulis   daraba 



 

xi 

 

____(kasrah) ditulis i contoh    ف هِم  ditulis   fahima 

__  َ __(dammah) ditulis u contoh كُتِب   ditulis   kutiba 

E. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis  jāhiliyyah  جاهلية

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis  yas'ā  يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis  majīd  مجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis  furūd  فروض

F. Vokal rangkap: 

1. fathah + yāmati, ditulis ai 

 ditulis  bainakum  بينكم

2. fathah + waumati, ditulis au 

 ditulis  qaul  قول

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis  a'antum  اانتم

 ditulis  u'iddat  اعدت 

 ditulis  la'insyakartum  لئنشكرتم
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H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis  al-Qur'ān  القران 

 ditulis  al-Qiyās  القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis  asy-syams  الشمس

 'ditulis  as-samā  السماء

I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis  zawi al-furūd  ذوىالفروض

  ditulis   ahl as-sunnah  اهلالسنة 
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ABSTRAK 

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Anak 

sangatberhakmendapatkanpengasuhan dan pendidikan yang 

layakdarikeduaorangtuanyasampaianaktersebuttumbuhdewasa. Di sisi lain 

orang tuadarianakberhakmelakukanpemeliharaanterhadapanaknya dan 

bertanggungjawabatasbiayanafkah dan biayapendidikananaktersebut. Bila 

mana keduaorangtuabercerai yang 

menjadipermasalahanadalahmenyangkuthakasuhanak,  haknafkahanak dan 

hakuntukmendapatkankasihsayangdarikedua orang tuanya. 

Dari 

latarbelakangdiatasmakapenulismembahasbagaimanaimplementasiputusan 

hakim terkaitpemenuhanhak-hakanakakibatperceraian dan 

bagaimanatinjauanhukumterhadapimlementasiputusan hakim 

terkaitpemenuhanhakanakakibatperceraian di Pengadilan Agama 

Temanggung. 

JenisPenelitian yang 

digunakanadalahPenelitianhukumempirisdisebutsebagaipenelitianhukum non 

doktriner. Suatumetodepenelitian yang 

berfungsiuntukmelihathukumdalamartiannyata dan 

menelitibagaimanbekerjanyahukum di lingkunganmasyarakat. Kajian 

penelitianhukum non doktrinerdifokuskan pada kajianhukumempiris yang 

sumberdatanyaberupa data primer dan data sekunder. 

Perceraiantidakmenyebabkanhilangnyahak dan kewajibansebagai orang 

tuadalampemeliharaananak. Anak yang 

belummumayyisberadadalamasuhanibunya, sedangkan ayah 

bertanggungjawabdalamhalpembiayaan. Adapun yang menjadisikap dan 

pandangan hakim dalammenentukankewajibanseorang ayah 

untukmembiayaianakpascaperceraianialah, 

dilihatdarikemampuanekonominya.Penentuanhakasuhanak yang 

demikiantersebutberpengaruhterhadapkehidupananakpascaperceraianyaitukas

ihsayangantarakeduaorangtuanya dan 

dalamhalpembiayaanhidupbagianakmeliputipendidikan dan 

segalabentukkebutuhansehari-harianak yang 

seharusnyamenjaditanggungjawabsuami. 

 

Keyword : PemenuhanHak Anak, Perceraian, Hadhanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak 

terjadi dalam masyarakat tentunya menimbulkan akibat hukum, baik terhadap 

kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri, maupun kedudukan hak, dan 

kewajiban anak, bahkan status hak, dan kewajiban atas harta bersama yang 

telah mereka perolah dalam perkawinan. Perselisihan yang tidak dapat lagi 

dipertahankan membutuhkan hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 

dan peraturan pelaksanaannya yang secara fungsional harus mampu mencegah 

atau mempersukar terjadinya perceraian, dan jika terjadinya perceraian itu 

tidak dapan dihindarkan lagi, maka harus dapat melindungi hak dan kewajiban 

suami dan istri serta anak-anak dan harta bersama yang dihasilkan dalam 

perkawinan mereka.1 

Perkawinanditujukanuntukselamahidup dan kebahagiaan yang 

kekalbagipasangansuami-istri yang bersangkutan. Banyak perintah Allah SWT 

dan Rasul yang 

mengacuataumengkhususkanperihalkebahagiaandalamsuatukehidupanperkaw

inan. Banyak pula larangan Allah dan Rasul 

 
1 Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah& Annalisa Yahanan, HukumPerceraian( Jakarta, 

SinarGrafika ; 2016 ), hlm 62-63 
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perihalperceraianatauberakhirnyarumahtangga.2Dalammelaksanakankehidupa

nsuamiistritentusajatidakselamanyaberadadalamsituasi yang damai dan 

tentram, tetapikadang-kadangterjadi juga salah pahamantarasuamiistriatau 

salah satupihakmelalaikankewajibannya, tidappercaya-mempercayaisatusama 

lain dan lain sebagainya.3 

Undang-Undangatauperaturan yang digunakandalam proses perceraian 

di pengadilanadalah UU No. 1 Tahun 1974, 

Undang-UndangPerkawinanyaitumengaturtentangperceraiansecaragarisbesar, 

bagi yang non-muslimmakaperaturan tata cerainyaberpedoman pada UU No. 1 

Tahun 1974. Kemudian PP No. 9 Tahun 1975, TentangPelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974 mengatur detail detailtentangpengadilan mana yang 

berwenangmemprosesperkaraceraimengatur tata caraperceraiansecarapraktik.  

Perceraianmenuruthukum Islam yang telahdipositifkandalampasal 38 

dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telahdijabarkansalam PP No. 9 Tahun 

1975, mencakupantara lain sebagaiberikut :4 

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya 

sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang 

Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 

1975) 

 
2  Ahmad ZuhdiMuhdlor, MemahamiHukumPerkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), 

Bandung: Al Bayan, 1994, hlm. 14 
3 Muhammad Syaifudin,hukumperceraian,hlm 21 
4 Ibid. 19-20 
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2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, 

yang dianggap terjadi dan berlaku akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

(vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36) 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut 

mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merampas hak 

anak itu. Hubungananakdengan orang 

tuanyamenuruthukumadatsangatdipengaruidaristrukturgeneologisataumenurut

asasketurunan yang dianut oleh masayarakat yang bersangkutan.  

Setiapanak yang lahir pada dasarnyadilahirkandalamkeadaan fitrah. 

Namun, dalambeberapakesempatanperseteruan yang dihasilkandari orang 

tuanyamenjadikananaksebagai korban. 

Kepedulianpemerintahindonesiaterhadapharkat dan 

martabatanaksebenarnyasudahterlihatsejaktahun 1979 

ketikamembuatUndang-UndangNomor 4 Tahun 1979 tentangKesehjateraan 

Anak dan sampaisekarang, kesejahteraan dan 

pemenuhanhakanakmasihjauhdari yang diharapkan. DalamPasal 2 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak, yang 

merumuskanhak-hakanaksebagaiberikut ;5 

 
5Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak 
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1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai mdengan kepribadian bangsa dan untuk 

menjadi warga Negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan 

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. 

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 

menyebutkanbahwa yang termasukhakasuhanakadalahmengenaihakasuh 

orang tuaterhadapanaksaja dan tidakberhubungandenganhartakekayaan yang 

merupakanhaksianak. Hal iniberbedadengan Kitab 

Undang-UndangHukumPerdatamengenaiistilahkekuasaan orang tua yang 

mempunyaiartilebihluas, dimanakekuasaan orang tuamencakuphak dan 

kewajibananak yang berhubungandenganhartakekayaanatauwarisan, 

jadidisinimencakuptidakanaksajamenyangkuthakasuh orang tua, tetapi juga 

pemeliharaan orang tuaterhadapsianak. 

Hukumislam yang dibebanitugaskewajiban, memelihara dan 

mendidikanakadalah Bapak sedangkamIbuhanyaberkewajibanmenyususianak 

dan merawatnya. Dalamhukumislamhubunganantara orang tua dan 

anakdapatdilihatdarisegi material, yaitumemberinafkah, menyusukan (irdha’), 
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dan mengasuh (hadhanah), dan darisegiimaterialyaitucurahancintakasih, 

penjagaan dan perlindungansertapendidikanrohani dan lain-lain.6 

Hadhanah(pengasuhan), menurut Muhammad Thalib, 

merupakanhakbagianak-anak yang masihkecil, 

karenamembutuhkanpengawasan, penjagaan, pelaksanaurusannya dan orang 

yang mendidiknya. Ibulah yang 

berkewajibanmelakukanhadhanahinikarenaRasulullahbersabda : “ 

EngkauIbulebihberhakkepadanya (anak)”. Ibu-Bapak menurut agama 

islamtidaksajamempunyaikewajibanmemberimakan dan 

minumkepadaanak-anaknya, tetapi juga lingkunganpendidikan, dan 

pembinaanakhlakwajib di perhatikan.7 

Pemeliharaanataupengasuhananakberlakuduaunsur yang 

terjadidalamhukumnya, yaitu orang tua yang mengasuhdisebutHadhim dan 

anak yang diasuhdisebutMaadhum. Syaratanak yang akandiasuhadalah :8 

a. Ia masih dalam usia kanak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam 

mengurus hidupnya sendiri. 

b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna. 

Pencabutanhakasuhtidakberartimenghilangkankewajiban orang 

tuauntukmembiayai, memelihara, dan melindungianak. Dalamkenyatannya, 

orang tua yang 

 
6Muhammad Syariffudindkk,hlm. 361 
7 Ibid,361 
8 Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika 2006), 

hlm. 81-82 
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dicabutkuasaasuhnyaternyatatidakmaumenjalankankewajibannya. 

MakaberadasarkanPasal 41 Undang-UndangNomor 1 Tahun1974, 

disebutkanmengenaihal-hal yang harusdilakukan oleh 

pihakisterimaupunsuamisetelahterjadinyaperceraianadalahsebagaiberikut:9 

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

putusan. 

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab 

bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan 

kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya 

tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan atau menetukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

Hak asasi anak di perlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak 

sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai 

menjadi orang dewasa masih dalam keadaan bergantung kepada orang lain dan 

memerlukan perlakuan khusus baik gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan 

agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari rasa khawatir 

maupun kesejahteraan.10 

KabupatenTemanggungmemilikipenduduksebanyak 752.486 jiwa, 

sebagianbesarmatapencaharianpenduduknyamasihdidominasi oleh 

sektorpertanian. Di 

beberapadaerahsebagianbesarpenduduknyaadalahpetanitembakautakheranjika

 
9Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan 
10Abdussalam, HukumPerlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 1 
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Temanggungdikenalsebagai Kota Tembakau. Berdasarkan data dariPengadilan 

Agama Temanggungsebanyak 1462 perkaraperceraiandiputus oleh Pengadilan 

Agama (PA) Temanggungsepanjangtahun2016 yang terdiridariceraitalak 450 

perkara dan ceraigugat 1012 

perkara. 11 Persoalanekonomibukanhanyamenjadipemicutetapifaktorsepertisua

miatauistrisudahtidaklagibertanggungjawab, menjalinkasihdengan yang lain 

dan kurangnyakomitmendalammenjalanipernikahan. 

Putusan Hakim mengenaihakasuhanakkadangbukanmenjadisolusi 

yang diinginkan. 

Dimanabanyakterjadipertentangandarikeduapihakmengenaihakasuhanak. 

Sebenarnyapemerintahdalamhaliniberusahamengadakankeseragamanperatura

ntentangperwalianseperti yang diaturdalamUndang-undangPerkawinanPasal 

50 s/d Pasal 54 mengenai tata caramenentukansiapa yang dapatmenjadiwali 

dan bagaimanakahcaramenentukannya. 

HanyasajadidalamUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 

pengaturanmenganaiperwaliansangatlahsederhana, 

sehinggamenimbulkanketidakjelasan. 

B. Rumusan masalah  

 
11 http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201701/3674/1462-kasus-perceraian-dip

utus.html 
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1. Bagaimana implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama 

Temanggung terkait perlindungan anak akibat perceraian. 

2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap implementasi putusan Hakim 

Pengadilan Agama Temanggung terkait perlindungan anak akibat 

perceraian? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusanmasalahdiatas, tujuan yang 

ingindicapaipenulisdalamPenulisanHukuminiadalah: 

1. Tujuan Umum: 

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam rangka menyelesaikan proses belajar pada tingkatan sarjana di 

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo. 

2. Tujuan Khusus: 

Untuk mengetahui implementasi putusan Hakim terkait perlindungan 

anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Temanggung. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan pengayaan materi mengenai implementasi putusan Hakim dalam 

menganggani peerlindungan anak akibat perceraian. Penulis juga 
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mengharapkan agar hasil yang didapat dari Penulisan Hukum ini dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

memperkaya wawasan ilmu hukum acara, terutama hukum acara perdata, 

sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain. 

 

2. ManfaatPraktis 

PenulisanHukuminidiharapkandapatmemberikansumbanganpemi

kirankepada para stakeholderhukum di Indonesia, 

utamanyadalampelaksanaanputusan Hakim 

terkaitperlindungananakakibatperceraian. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 

pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah 

yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapan tulisan atau buku 

yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh 

penulis, antara lain ; 

1. Skripsi Farhan yang berjudul Penelantara Terhadap Anak (Perspektif 

Hukum Islan dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).12 

Skripsi ini membahas tentang penelantaran anak dan dampak buruk 

 
12 Farhan yang berjudul “PenelantaraTerhadap Anak (PerspektifHukumIslan dan UU No 

23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak)”, skripsiFakultas Syariah dan 

HukumUinSyarifHidayatullah, (Jakarta, 2009) 
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terhadap anak ditinjau dari hukum islam dan UU No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, serta sanksi bagi pelaku penelantaran anak. 

2. Tesis Achmad Zaki Zamami yang berjudul Aspek Perlindungan Anak 

Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di 

Jakarta.13 Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan anak dimata 

hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya dan 

nasib anak dimata hukum negara. Metode yang digunakan dalam tesis ini 

yaitu dengan pendekatan yuridid empiris. 

3. Skripsi Nurul Alvianti Aguswulansari yang berjudul Tingginya Angka 

Perceraian di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Pada 

Musim Tembakau.14 Skripsi ini membahas faktor yang mengakibatkan 

tingginya angka perceraian di Temanggung khususnya Desa Kedu. 

Sedangkan penyusun mebahas akibat atau dampak perceraian bagi anak di 

Pengadilan Agama Temanggung. 

4. Skripsi Adhita Anggun Sestyo Putri yang berjudul Pemeliharaan Anak 

(Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama 

 
13 AchmadZakiZamami yang berjudul “AspekPerlindungan Anak 

PascaPerceraianBerdasarkanAnalisisPutusanPengadilan Agama Di Jakarta”, 

TesisFakultasHukumUniversitas Indonesia, (Depok, 2012) 
14Skripsi Nurul AlviantiAguswulansari yang berjudul “Tingginya Angka Perceraian di 

DesaKeduKecamatanKeduKabupatenTemanggung Pada MusimTembakau”, SkripsiFakultasSosial 

dan HumanioraUinSunanKalijaga, (Yogyakarta, 2015) 
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Kota Semarang. 15  Skripsi ini mebahas penetapan pemeliharaan anak 

pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kuatitatif diskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. 

5. Jurnal Rahmadi Indra Tektona yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap 

Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. 16  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak anak korban perceraian. Penetapan Pengadilan hanya sebagai bukti 

kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak-anak dan 

pihak yang ditunjuk sebagai walinya. 

Meskipuntelahbanyakpenelitian yang dilakukandengantopikini, 

penelitian yang dilakukan oleh 

penelitisangatpentingmengenaipemenuhanhak-hakanakakibatperceraiansanga

tpentingmenginggatmasihkurangoptimalnyaimplementasiputusan Hakim. 

F. MetodePenelitian 

Metode yang 

digunakandalammenyusunpenelitianiniadalahsebagaiberikut :  

1) Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum empiris 

disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Kajian penelitian 

 
15 AdhitaAnggunSestyo Putri yang berjudul “Pemeliharaan Anak (Hadlonah) 

AkibatPerceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang”, 

SkripsiFakultasHukumUniversitas Negeri Semarang, (Semarang, 2011) 
16 Rahmadi Indra Tektona yang berjudul “KepastianHukumTerhadapPerlindunganHak 

Anak Korban Perceraian”, JurnalMuwazah Vol.4, No. 1, Juli 2012 
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hukum non doktriner difokuskan pada kajian hukum empiris yang 

sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.17 

2) Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber data  

1. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data lansung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari. Dalam hal ini obyek penelitiannya 

adalah Pengadilan Agama Temanggung.  

2. Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam 

penelitian yaitu buku yang berkaitan dengan masalah 

tersebut.18 

b. Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan 

peoman penelitian. 

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai hukum primer. 

 
17 PedomanPenulisanSkripsi Program SarjanaFakultas Syariah dan Hukum UIN 

WALISONGO Semarang. Hal 8 
18SyaifudinAzwar, MetodologiPenelitian, Yogyakarta : PustakaPelajar Offset, 2001, Cet. 

III, hlm. 91 
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3) Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview). 

Wawancara (interview) adalah proses wawancara langsung pada 

obyek yang menjadi tujuan penelitian yaitu dengan salah satu Hakim 

Pengadilan Agama Temanggung. Interview merupakan proses 

interaksi antara pewawancara dan responden. Metode ini bertujuan 

untuk mengumpulkan keterangan tentang informasi yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai 

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji,menafsirkan, bahkan 

untuk meramalkan. 19  Dokumen tersebut berupa  daftar perkara 

Perdata, putusan perkara perdata Pengadilan Agama Temanggung. 

4) Metode Analisis Data 

Dalam Penulisan Hukum ini, penulis menggunakan analisis 

kualitatif untuk menganilisis data sekunder yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang menyangkut implementasi putusan Hakim dalam 

menangani perkara perdata ( perceraian ). Data tersebut kemudian akan 

 
19Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2004 , Cet. XVIII, hlm. 161. 
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dilengkapi dengan data primer yang akan diolah dengan metode analisis 

kualitatif untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

memecahkan masalah perlindungan anak akibat pereceraian. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraiakan secara tepat, 

serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana 

skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum 

dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan. 

Bab kedua merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok 

bahasan mengenai anak, hak-hak anak, perceraian dan hadhonah. 

Bab ketiga berisi tentang laporan hasil penelitian berisi tentang ruang 

lingkup Pengadilan Agama Temanggung, dan implementasi putusan hakim 

dalam mengangani perkara perceraian. 

Bab keempat merupakan Analisis implementasi putusan hakim 

Pengadilan Agama Temanggung. 
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Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang 

memuat kesimpulan dan saran. 

Demikian merupakan gambaran sistematika yang akan diterapkan di 

dalam penulisan penelitian skripsi ini. semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

dalam melakukan penelitian. 
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BAB II 

TinjauanUmumTentangPemenuhanHak-Hak Anak AkibatPerceraian 

 

A. Anak dan Hak-Hak Anak 

1. Pengertian Anak 

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau 

manusia yang masih kecil. 20  Pengertian anak menurutKamusBesar 

Bahasa Indonesia (KBBI) yang 

dimaksuddengananakadalahketurunanataumanusia yang 

masihkecil.21Dari aspek agama terutama agama islam, anak adalah titipan 

Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang 

kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai 

pewaris ajaran islam dalam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap 

anak yang lahir harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai 

implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarkat bangsa 

dan negara.22 

 
20KompilasiHukum Islam (cet.4), Bandung: NuansaAulia, 2012, hlm. 44 

21 Tim PenyusunKamus Pusat Bahasa, KamusBesar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

BalaiPustaka, 1990), h. 81 
22 Amir Syariffudin, UshulFiqihJilid 1  (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), hlm. 44 
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Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para 

orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan 

diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para 

orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah 

yang telah diberikan kepadanya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah 

tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu 

dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 

adanya perlakuan tanpa diskriminasi.23 

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara 

seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut 

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal 

bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

 
23 Abdul AzisDahlan, EnsiklopediHukum Islam, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), 

hlm 112. 
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nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada 

ditangan anak sekarang.24 

Sedangkandalampengertiansehari-hari yang 

dimaksuddengananakadalah yang 

belummencapaiusiatertentuataubelumkawin, 

pengertianiniseringkalidipakaisebagaipedomanumum. Pengertian anak 

menurut perundangan yang ada di Indonesia cukup beragam antara lain ; 

a. Anak menurutketentuanumumPasal 1 angka 2 

Undang-undangNomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak 

disebutkanbahwaanakadalahseorang yang belummencapaiumur 21 

(duapuluhsatu) tahun dan belumkawin. 

b. Anak menurutUndang-UndangNomor 3 Tahun 1997 

tentangPengadilan Anak dinyatakanbahwaanakadalah orang yang 

dalamperkaraanaknakaltelahmencapaiumur 18 (delapanbelas) tahun 

dan belumpernahkawin. 

c. Anak menurutUndang-UndangNomor35Tahun 

2014tentangPerlindungan Anak dinyatakanbahwaanakadalahseorang 

yang belumberusia 18 (delapanbelas) tahunbaikanak yang 

masihberadadalamkandungan. 

 
24D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 

59 
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d. Anak menurutUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 

tentangPerkawinandinyatakanbahwadalamUndang-undangNomor 1 

Tahun 1974 

tentangPerkawinantidakmemberikanpengertianmengenaianaksecarat

egas, namunterdapatduapasal yang 

dapatmemberikanbatasanmengenaipengertiananakyaituPasal 6 ayat 

(2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-UndangNomor 1 

Tahun 1974 mengemukakanbahwauntukmelangsungkanperkawinan, 

seorang yang belummencapaiumur 21 (duapuluhsatu) 

tahunharusmendapatizindari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) 

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 

menjelaskanbahwaperkawinanhanyadiizinkanjikapihakpriasudahmen

capai 19 (Sembilan belas) tahun dan 

pihakwanitasudahmencapaiumur 16 (enambelas) tahun. 

e. Anak menurut Kitab Undang-UndangHukumPidana Kitab 

UndangUndangHukumPidanamemberikanpengertiananak pada 

batasanbelumcukupumurtampakdalamPasal 45 yang 

menyatakandalammenuntut orang yang belumcukupumur 

(minderjaring) 

karenamelakukanperbuatansebelumumurenambelastahun. Pada Pasal 
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45 Kitab Undang-UndangHukumPidanamendefinisikananakadalah 

yang orang belumdewasaataubelumberumurenambelastahun. Oleh 

karenaitu, apabilaseseorangtersangkutdalamperkarapidana hakim 

bolehmemerintahkansupayatersalahdikembalikankepada orang 

tuanya, 

walinyapemeliharaannyadengantidakdikenakanhukumanataumemeri

ntahkannyasupayadiserahkankepadapemerintahdengantidakdikenaka

nsuatuhukuman. 

f. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 

menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap 

mencapai umur dua puluh satu tahun. 

g. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 

tentangHakAsasiManusia, menyatakananakadalahsetiapmanusia 

yang berusiadibawah 18 (delapanbelas) tahun dan belummenikah, 

termasukanak yang masihdalamkandunganapabilahaltersebutadalah 

demi kepentinganya.25 

 Anak juga dikatakanbahwaanakadalah tunas potensi dan 

generasimudapeneruscita-citabangsa, memilikiperanstrategis dan 

mempunyaiciri dan sifatkhusus yang 

menjaminkelangsunganeksistensibangsadimasamendatang. Oleh 

 
25Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
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karenaituanakkelakmampumemikultanggungjwabtersebut, 

makaperludilaksanakanupayaperlindungansertauntukmewujudkankesejah

teraananakdenganmemberikanjaminanterhadappemenuhanhak-haknyaser

taadanyaperlakuantanpadiskriminasi. 

 

 

2. Hak-Hak Anak 

Hak-hakanakmerupakanbagian integral dari HAM, 

berkaitandenganperanan negara, makatiap negara 

mengembankankewajibanyaitumelindungi(to protect), memenuhi(to 

fulfill), dan menghormati(to 

respect)hak-hakanak. 26 MenurutUndang-UndangPerlindungan Anak 

Nomor 35 Tahun 

2014menguraikanhakanakadalahbagiandarihakasasimanusia yang 

wajibdijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara. 27  Sedangkan pasal 26 

tentangKewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang 

Tuadijelaskanbahwa orang tuaberkewajiban dan 

bertanggungjawabuntukmemelihara, mendidik dan melindungianaknya. 

 
26 Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program KesejahteraanSosial Anak, 

(Menteri Sosial, 2010), hlm. 11. 
27Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 



22 

 

 

Sedangkan di dalampasal 31 ayat 2 Bab VI 

tentangKuasaAsuhdijelaskanbahwaapabila salah satu orang tua, 

saudarakandung, 

ataukeluargasampaiderajatketigatidakdapatmelaksanakanfungsinyamaka

kuasaasuhdapatdialaihkankepadalembaga yang 

berwenang.Terdapatempatprinsiputama yang terkandung di 

dalamKonvensiHak Anak, prinsip-prinsipiniadalah yang 

kemudiandiserapkedalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 2002 yang 

disebutkansecararingkas pada pasal 2. 

SecaralebihrinciPrinsip-prinsiptersebutadalah:28 

a) Prinsip non diskriminasi artinyasemuahak yang diakui dan 

terkandungdalamKonvensiHak Anak 

harusdiberlakukankepadasetiapanaktanpapembedaanapapun. 

PrinsipinitertuangdalamPasal 2 KonvensiHak Anak, yakni : 

“Negara-negara pesertaakanmenghormati dan menjaminhak-hak 

yang diterapkandalamkonvensiinibagisetiapanak yang beradadalam 

wilayah hukummerekatanpadiskriminasidalambentukapapun, 

tanpamemandangras, warnakulit, jeniskelamin, bahasa, agama, 

pandanganpolitikataupandangan-pandanganlain, 

 
28Supriyadi W. Eddyono, PengantarKonvensiHak Anak, (Jakarta: ELSAM,2005), hlm. 2 

 



23 

 

 

asal-usulkebangsaan, etnikatausosial, status kepemilikan, 

cacatatautidak, kelahiranatau status 

lainnyabaikdarisianaksendiriataudari orang tuaatauwalinya yang 

sah”. (Ayat 1). “Negara-negara pesertaakanmengambilsemualangkah 

yang perluuntukmenjamin agar 

anakdilindungidarisemuabentukdiskriminasiatauhukuman yang 

didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang 

dikemukakanataukeyakinandari orang tuaanak, walinya yang 

sahatauanggotakeluarga”. (Ayat 2). 

b) Prinsip yang terbaikbagianak (best interest of the child). 

Yaitubahwadalamsemuatindakan yang menyangkutanak yang 

dilakukan oleh lembaga-lembagakesejahteraansosialpemerintahatau 

badan legislatif. Makadariitu, kepentingan yang 

terbaikbagianakharusmenjadipertimbanganutama (Pasal 3 ayat 1). 

c) Prinsipatashakhidup, kelangsungan dan perkembangan(the rights to 

life, survival and development). Yaknibahwa negara-negara 

pesertamengakuibahwasetiapanakmemilikihak yang 

melekatataskehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa 

negara-negara 
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pesertaakanmenjaminsampaibatasmaksimalkelangsunganhidup dan 

perkembangananak (Pasal 6 ayat 2) 

d) Prinsippenghargaanterhadappendapatanak(respect for the views of 

the child).Maksudnyabahwapendapatanak, 

terutamajikamenyangkuthal-hal yang mempengaruhikehidupannya, 

perludiperhatikandalamsetiappengambilankeputusan. 

PrinsipinitertuangdalamPasal 12 ayat 1 KonvensiHak Anak, yaitu: 

“Negara-negara pesertaakanmenjamin agar anak-anak yang 

mempunyaipandangansendiriakanmemperolehhakuntukmenyatakanp

andangan-pandangannyasecarabebasdalamsemuahal yang 

mempengaruhianak, dan 

pandangantersebutakandihargaisesuaidengantingkatusia dan 

kematangananak”. 

1. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini merupakan serapan 

dari KHA dan norma hukum nasional. Hak-hak dan kewajiban anak secara 

terperinci tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 19, sebagai berikut : 

a. Pasal 4 menjelaskanbahwasetiapanakberhakuntukdapathidup, 

tumbuh,berkembang, dan berpartisipasisecarawajarsesuaidenganharkat 
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dan martabatkemanusiaan, sertamendapatperlindungandarikekerasan dan 

diskriminasi. 

b. Pasal 5 menjelaskansetiapanakberhakatassuatunamasebagaiidentitasdiri 

dan status kewarganegaraan. 

c. Pasal 6 Setiapanakberhakuntukberibadahmenurutagamanya, berpikir, dan 

berekspresisesuaidengantingkatkecerdasan dan usianya, dalambimbingan 

orang tua. 

d. Pasal 7 bahwa (1) Setiapanakberhakuntukmengetahui orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanyasendiri. (2) 

Dalamhalkarenasuatusebab orang 

tuanyatidakdapatmenjamintumbuhkembanganak, 

atauanakdalamkeadaanterlantarmakaanaktersebutberhakdiasuhataudiangk

atsebagaianakasuhatauanakangkat oleh orang lain 

sesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan yang berlaku. 

e. Pasal 8 Setiapanakberhakmemperolehpelayanankesehatan dan 

jaminansosialsesuaidengankebutuhanfisik, mental, spiritual, dan sosial. 

Hakmemperolehpelayanankesehataninimerupakanhakterpentingdalamkel

ompokhakatastumbuhkembanganak. Setidaknya, 

hakataspelayanankesehatanbagianakdirujukkedalamPasal 24 dan 25 

KHA. 

f. Pasal 9  

a) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat.  

b) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

c) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar 

biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan 

pendidikan khusus.  

g. Pasal 10 menyebutkansetiapanakberhakmenyatakan dan 

didengarpendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikaninformasisesuaidengantingkatkecerdasan dan usianya demi 

pengembangandirinyasesuaidengannilai-nilaikesusilaan dan kepatutan. 

h. Pasal 11 Setiapanakberhakuntukberistirahat dan 

memanfaatkanwaktuluang, bergauldengananak yang sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berkreasisesuaidenganminat, bakat, dan 

tingkatkecerdasannya demi pengembangandiri. 

i. Pasal 12 Setiapanak yang 

menyandangcacatberhakmemperolehrehabilitasi, bantuansosial, dan 

pemeliharaantarafkesejahteraansosial. 
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j. Pasal 13 setiapanakselamadalampengasuhan orang tua, wali, ataupihak 

lain mana pun yang bertanggungjawabataspengasuhan, 

berhakmendapatperlindungandariperlakuan: 

a) diskriminasi; 

b) eksploitasi, baikekonomimaupunseksual; 

c) penelantaran; 

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e) ketidakadilan; dan 

f) perlakuan salah lainnya. 

k. Pasal 14 hmenjelaskan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan 

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan anak 

tetap berhak:  

a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua Orang Tuanya. 

b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 

Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

d) Memperoleh Hak Anak lainnya. 

l. Pasal 15 mengatursetiapanakberhakuntukmemperolehperlindungandari: 

a) Penyalahgunaandalamkegiatanpolitik; 

b) Pelibatandalamsengketabersenjata; 

c) Pelibatandalamkerusuhan social 

d) Pelibatandalamperistiwa yang mengandungunsurkekerasan 

e) Pelibatandalampeperangan dan 

f) Kejahatanseksual. 

m. Pasal 16 

1. Setiapanakberhakmemperolehperlindunganpenyiksaan, 

ataupenjatuhanhukuman yang tidakmanusiawi. 

2. Setiapanakberhakuntukmemperolehkebebasansesuaidenganhukum. 

3. Penangkapan, penahanan, 

atautindakpidanapenjaraanakhanyadilakukanapabilasesuaidenganhuk

um yang berlaku dan hanyadapatdilakukansebagaiupayaterakhir 

n. Pasal 17  

1) Setiapanak yang dirampaskebebasannyaberhakuntuk: 

a) Mendapatkanperlakuansecaramanusiawi dan 

penempatannyadipisahkandari orang dewasa; 

b) Memperolehbantuanhukumataubantuanlainnyasecaraefektifdala

msetiaptahapanupayahukum yang berlaku; dan 
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c) Membeladiri dan memperolehkeadilan di depanpengadilananak 

yang objektif dan 

tidakmemihakdalamsidangtertutupuntukumum. 

2) Setiapanak yang menjadi korban ataupelakukekerasanseksualatau 

yang berhadapandenganhukumberhakdirahasiakan.  

o. Pasal 18 setiapanak yang menjadi korban 

ataupelakutindakpidanaberhakmendapatkanbantuanhukum dan 

bantuanlainnya. 

p. Pasal 19 setiapanakberkewajibanuntuk:  

a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; 

b) Mencintaikeluarga, masyarakat, dan menyayangiteman 

c) Mencintaitanah air, bangsa, dan negara 

d) Menunaikanibadahsesuaidenganajaran agama. 

 

Secaragarisbesarhak-hakanak yang 

dapatdikatagorikandalamempatkatagoriyaitu :29 

1) Hakkelangsunganhidup yang mencakuphak dan 

memperolehpelayanankesehatan yang memadai (survival rights). 

2) Haktumbuhkembanganak yang mencakupsemuajenispendidikan formal 

maupun formal dan hakmenikmatistandartkehidupan yang 

layakbagitumbuhkembangfisik, mental, spritual, moral non moral dan 

sosial (development rights). 

3) Hakperlindungan yang mencakupperlindungandiskriminasi, 

penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungananak-anaktanpakeluarga 

dan perlindunganbagianakanakpengungsi (protection rights). 

4) Hakpartisipasi yang 

meliputihak-hakanakuntukmenyampaikanpendapat/pandangannyadalams

emuahal yang menyangkutnasibanakitu (participation rights). 

 

2. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak 

 
29Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB 

tentangHak Anak: BeberapaIsuHukumKeluarga (Jakarta: KPAI, t.t.,), hlm 11. 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak 

anak sebagai berikut ;30 

a) Anak berhakataskesejahteraan, perawataan, asuhan dan 

bimbinganberdasarkankasihsayangbaikdalamkeluarganyamaupundalamas

uhan. 

b) Anak berhakataspelayananuntukmengambangkankemampuan dan 

kehidupansosialnya, sesuaidengankepribadianbangsa dan 

untukmenjadiwarga negara yang baik dan berguna. 

c) Anak berhakataspemeliharaan dan 

perlindunganbaiksemasadalamkandunganmaupunsesudahdilahirkan. 

d) Anak berhakatasperlindunganterhadaplingkunganhidup yang 

membahayakanataumenghambatpertumbuhan dan 

perkembangandenganwajar. 

 

3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

Pasal 45 mengatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  

B. Pengertian Perceraian 

Perceraianadalahpenghapusanperkawinandenganputusan hakim 

atastuntutan salah satupihakdalamperkawinanitu. 31Perceraian adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum 

 
30  Irma SetyowatiSoemitro, AspekHukumPerlindungan Anak, (Jakarta;BumiAksara, 

1990),hlm. 16-17 
31DjumairiAchmad, HukumPerdata II.DosenFakultasSyari’ahIAINWalisongo Semarang, 

1990, hal 65 
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berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan 

hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus 

dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan, putusnya perceraian diatur dalam Pasal38 sampai dengan Pasal 

41. Menurut pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena;32 

1) Kematian; 

2) Perceraian; 

3) AtasputusanPengadilan. 

Perceraiansecarayuridisberartiputusnyaperkawinan yang 

mengakibatkanputusnyahubungansebagaisuamiistriatauberhentiberlakibini 

(suami-istri) sebagaimanadiartikandalamKamusBesar Bahasa Indonesia. 

Istilahperceraianmenurut UU No.1 Tahun 1974 

sebagaiaturanhukumpositiftentangperceraianadanya ;33 

a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus hubungan perkawainan diantara mereka; 

b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan 

yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa; 

c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawaninan antara suami dan istri. 

Perceraianmenuruthukum Islam yang telahdipositifkandalampasal 38 

dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telahdijabarkansalam PP No. 9 Tahun 

1975, mencakupantara lain sebagaiberikut :34 

 
32 P.N.H. Simanjuntak, HukumPerdata Indonesia, ( Jakarta, Prenadamedia Group ; 

2016 ), hlm. 61 
33 Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah& Annalisa Yahanan, HukumPerceraian ( Jakarta, 

SinarGrafika ; 2016 ), hlm 16 
34 Ibid. 19-20 
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1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan 

sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 

9 Tahun 1975) 

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, 

yang dianggap terjadi dan berlaku akibat hukumnya sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36) 

Undang-UndangPerkawinantidakmengaturmenganaicara-carapercerai

ansebagaimana yang diaturdalamhukum Islam, tetapidiaturlebihlanjutdalam 

Bab V PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975. MenurutPasal 19 UU No.1 

Tahun 1974 perceraiandapatterjadikarenaalasan-alasansebagaiberikut:  

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 

hal lain di luar kemampuannya. 

2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri; 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

MenurutUndang-undang No 1 tahun 1974 tentangperkawinan, pasal 

41 disebutkanakibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah :35 

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak 

 
35Subekti, Pokok-PokokHukumPerdata, (Jakarta, Intermasa;1989), hlm. 42-43 
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pengadilan memberikan keputusan.  

2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam  

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 

memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri. 

 

C. Akibat-Akibat Hukum Perceraian 

Perceraianadalahperistiwahukum yang akibatnyadiatur oleh hukum, 

atauperistiwahukum yang diberiakibathukum. 

AkibathukumperceraiandiaturdalamPasal 41 UU no. 1 Tahun 1974, 

sebagaiberikut :36 

a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya. 

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

MemperhatiakansubstansiPasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, 

makadapatditegaskanbahwaperceraianmempunyaiakibathukumterhadapanak, 

dan mantansuami/istri. Akibat-akibathukumperceraian yang diaturdalam UU 

No 1 Tahun 1974 adalahmengakui dan melindungihak-hakanak dan 

hak-hakmantansuami/istrisebagaihak-hakasasimanusia (HAM). 

 
36Muhammad Syaifudin,,hlm 349 
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Akibathukumperceraian yang diuraikandiatas, dapatdijelaskansebagaiberikut : 

KedudukananakdalamperkawinandiaturdalamPasal 42 UU No. 1 tahun 

1974 yang memuatketentuandefinitifbahwaanak yang sahadalahanak yang 

dilahirkandalamatausebagaiakibatperkawinan yang sah. MenurutPasal 43 yat 

(1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang 

dilahirkandiluarperkawinanhanyamempunyaihubunganperdatadenganibunya 

dan keluargaibunya.37 

Wahyu Ernaningsih dan Putu 

Samawatimenguraiakanpendapatnyamengenaiakibathukumperceraianterhada

pnafkahanak. Secaralebihrindi, sebagaiberikut ;38 

a) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karenaa putusnya perkawinan 

akibat adanya perceraian. 

b) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa 

atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). 

c) Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu, kakek, nenek.\, bibi dan 

sebagainya. 

d) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiyai 

pemeliharaan anak, maka seorang mantan istri dapat melakukan 

permohonan eksekusi kepada kepada Ketua Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. 

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan 

imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang 

 
37 Ibid. 355 
38 Ibid, 372 
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tuanya putus. Sebaliknya, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) 

memuatketentuanimperatifbahwaanakwajibmengghormati orang tua dan 

menaatikehendakmereka yang baik. Anak yang belummencapaiumur 18 

(delapanbelas) tahunataubelumpernahmelangsungkanperkawinan, 

menurutPasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, 

anaktersebutberadadibawahkekuasaan orang 

tuanyaselamamerekatidakdicabutdarikekuasannya. 

SedangkandalamdalamPasal 47 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskananak 

yang 

belumdewasatidakcakapmelakukanperbuatanhukumdalamlapanganhukumkep

erdataan, sehinggaperbuatanhukumsianaktersebutdiwakili oleh orang tuanya.39 

Kedudukan, hak dan kewajibananakdalamkeluargaataurumah tanga 

menuruthukumislamtelah di positivisasidalamKompilasiHukum Islam, 

khususnyadalamPasal 98 sampaidenganPasal 106. Pasal 104 

KompilasiHukum Islam 

membebankantanggungjawabatassemuabiayapenyusuananakkepadaayahnya. 

Apabilaayahnyatelahmeninggal dunia, makabiayapenyusuan di 

bebankankepada orang yang berkewajibanmemberinafkahkepada ayah 

atauwalinya. BerikutnyaPasal 106 KompilasiHukum Islam mewajibkan orang 

tuauntukmerawat dan mengembangkanghartaanaknya yang 

 
39 Ibid, 358-360 
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belumdewasaataudibawahpengampuannya, dan 

tidakdiperbolehkanmemindahkanataumenggadaikannya, 

kecualikarenakeperluan yang mendesakjikakepentingan dan kemaslahatan 

yang tidakdapatdihindarkanlagi. Orang tuabertanggungjawabataskerugian 

yang ditimbulkankarenakesalahandarikewajibantersebut.40 

 

D. Hadhanah 

Hadhanah berasal dari kata hidhanu yang berarti lambung, dan 

menurut bahasa dapat di artikan meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk 

atau pangkuan. Pada ibu menyusui anaknya meletakkan anak tersebut di 

pangkuannya. Seakan-akan ibu saat ini melindungi dan memelihara 

anaknya.41Hadhanah adalah pemeliharaan anak di bawah umur dan oleh 

orang tua atau lainnya termasuk penyelenggaraan pendidikan dan 

perlindungannya dari kemungkinan gangguan yang dapat menyakitinya. 

Pemeliharaan anak hukumnya wajib. Pemeliharaan di lakukan oleh kerabat 

anak itu sesuai dengan hadhanah. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti 

menghadapkan anak-anak tersebut pada marabahaya kebinasaan dan masa 

depan suram.42 

Firman Allah SWT : 

 
40 Ibid, 363-364 
41Djamaan Nur, FiqhMunakahat, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 119 

42Ibid, 120 
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ةُ  ار  الْحِج  قوُدهُ االنَّاسُو  او  أ هْلِيكُمْن ار  نوُاقوُاأ نفسُ كُمْو  االَّذِين آم   ي اأ يُّه 

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, peliharalahdirimu dan 

keluarganudariapineraka yang bahanbakarnyaadalahmanusia dan batu”(Qs. 

At-Tahrim :6 ) 

Pada ayatini orang tua di tuntutuntukmemeliharakeluarganya agar 

terpeliharadariapineraka, agar seluruhanggotakeluarganya, 

melaksanakanperintah dan meninggalkanlaranganya, 

termasukanggotakeluargadisiniyakninyaanak. 

Firman Allah SWT yang artinya : 

"Para ibuhendaklahmenyusukananak-anaknyaselamaduatahunpenuh, 

yaitubagi yang inginmenyempurnakanpenyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberimakan dan pakaiankepada para ibudengancarama'ruf. 

Seseorangtidakdibebanimelainkanmenurutkadarkesanggupannya. 

Janganlahseorangibumenderitakesengsaraankarenaanaknya dan seorang 

ayah karenaanaknya, dan warispunberkewajibandemikian. 

Apabilakeduanyainginmenyapih (sebelumduatahun) 

dengankerelaankeduanya dan permusyawaratan, 

makatidakadadosaataskeduanya. Dan jikakamuinginanakmudisusukan oleh 

orang lain, 

makatidakadadosabagimuapabilakamumemberikanpembayaranmenurut yang 

patut. Bertakwalahkamukepada Allah dan ketahuilahbahwa Allah 

MahaMelihatapa yang kamukerjakan” ( Qs. Al-Baqarah : 233) 

Hukumkewajibanmemeliharaanakbanyak pula kitajumpai di 

dalamhadist-hadist, demikian pula halnyaperbelanjaananakadalahtanggungan 

ayah. Di dalamsurat At-Tahrimayat 6 tersebut di atas Allah 

memerintahkansupayakitamemeliharakeluargakitadariapineraka. 

Memeliharakeluargakitadariapinerakaberartikitaharusmelaksanakanseluruhpe

rintah Allah dan menjauhisegalalarangannya. Karena 
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anaktermasudalamlingkungankeluargamaka orang tuaataukerabat juga 

berkewajibanmendidiknyamenjadi orang yang beragama agar 

kelakdiadapatterhindardarisiksaanapineraka. 

Masalahhadanahtimbulkarenaterjadinyaperceraianantarapasangansua

miisteri. Misalnyakarenasuamimenceraikanisterinya yang 

telahmemberikananak. Dalamhaliniadabeberapaketentuanyaitu :43 

1) Ibu lebih berhak terhadap pengasuhan selama ia belum nikah dengan 

orang ketiga. Menurut al-Dinasyqiy perempuan lebih patut memperolah 

hak pengasuhan karena wanita lebih besar belas kasihnya, lebih teliti 

dalam mendidik dan lebih ulet dan tahan lama memelihara. Nenek dan 

Kakek jika tidak ada ibu dan ayah maka hukumnya adalah sama dengan 

ibu dan ayah. Pada prinsipnya hak asuh diutamakan kerabat yang paling 

dekat lebih dahulu. 

2) Anak dibawah asuhan ibunya sampai berumur 7 tahun. Anak umur 7 

tahun biasanya sudah bisa mandiri dan mengetahui mana yang baik mana 

yang tidak, terutama untuk dirinya. Anak mandiri misalnya makan, 

minum, buang air besar dan cebok mampu dilakukan sendiri tanpa 

menggantungkan dengan orang lain. 

3) Memberikan kesempatan memilih kepada anak, anak yang diberi 

kesepatan memiih harus mengetahui sebab-sebab ia diberi kesempatan 

memilih itu. Umur 7 tahum dianggap sudah tahu. Apabila pada umur itu 

belum tahu sebab ia disuruh memilih diantara kedua orang tuanya, maka 

diundur waktunya sehingga ia betul-betul bisa mempertimbangkan siapa 

diantara keduanya yang menjamin masa depannya. 

Hakpemeliharaananak yang belummumayyizjikaterjadiperceraian, 

menurutKomplisihukumislam ;44 

a. Pasal 105 a 

Pemeliharaananak yang belummumayyizataubelumberumur 12 

tahunadalahhakibunya. 

 
43.H.AbdulHadi, FiqhMunakahat (semarang, cv karyaabadijaya; 2015) ,hlm. 195-196 
44 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok- pokokHukumPerdata,(Jakarta :PT Raja Grafindo 

Persada,2000). Hal. 78 
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b. Pasal 105 c  

1) Semuabiayapenyusuananak di pertanggungjawabankepadaayahnya. 

Apabilaayahnyatelahmeninggal dunia, makabiayapenyusuan di 

bebankankepada orang yang 

berkewajibanmemeberinafkahkepadaayahnyaatauwalinya. 

2) Penyusuanuntuk paling lama duatahun, dan dapat di 

lakukanpenyapihandalam masa kurangduatahundenganpersetujuan 

ayah dan ibunya. 

Ayah dan ibu yang berhakmengasuhanak, 

harusmemenuhisyarat-syaratsebagaiberikut :45 

1. Berakal 

2. Merdeka 

3. Beragama islam apabila anak beragama islam karena ayahnya 

muslim; 

4. Iffah yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan peanggaran 

larangan syara’; oang fasiq dilarang mengasuh anak. 

5. Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya mengasuh 

anak dengan sebaik-baiknya. 

6. Tidak bersuami bagi perempuan; dan 

7. Bermukim.  

Proses pemeliharaananak dan 

pendidikannyaakandapatberjalandenganbaik, jikakedua orang 

tuasalingbekerjasama dan salingmembantu. 

Tentusajadapatdilakukandenganbaikjikakeluargatersebutbenar-benarkeluarga 

yang sakinah dan mawaddah. DalamPasal 156 KompilasiHukum Islam yang 

memuatketentuannormatif, sebagaiberikut;46 

a. Anak yang 

belummummayisberhakmendapatkanhadhanahdariibunyakecualibilaibunya

telahmeninggal dunia, makakedudukannyadigantikan oleh 

wanita-wanitadalamgarislurusibunya, ayah, 

 
45Prof.Dr.H.AbdulHadi, hlm. 197-198 
46 Muhammad Syaiffudin, hlm 382 
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wanita-wanitadalamgarisluruskeatas ayah, saudaraperempuandari ayah 

yang bersangkutan, wanita-wanitakerabatsedarahmenurutgarissampingdari 

ayah, wanita-wanitakerabatsedarahmenurutgarissampingdariibu. 

b. Anak yang sudahmummayisberhakmemilihmendapatkanhadhanahdari ayah 

atauibunya. 

c. Apabilapemeganghadhanahternyatatidakdapatmenjaminkeselamatanjasman

i dan ruhanianak, meskipunbiayanafkah dan 

hadhanahtelahdicukupimakaataspermintaankerabat yang 

bersangkutanPengadilan Agama 

dapatmemindahkanhakhadhanahkepadakerabat lain yang 

mempunyaihakhadhanah pula. 

d. Semuabiayahadhanah dan nafkahanakmenjaditanggungan ayah 

menurutkemampuannya, sekurang0kurangnya sampaianaktersebutdewasa 

dan dapatmengurusdirisendiri (21 Tahun). 

e. Bilamanaterjadiperselisihanmengenaihadhanah dan nafkahanakPengadilan 

Agama memberikanputusannyaberdasarkanhuruf a, b, c dan d tersebut. 

f. Pengadilan Agama dapat pula 

denganmengingatkemampuanayahnyamenetapkanjumlahbiayauntukpemeli

haraan dan pendidikananak-anaknya yang tidakturutpadanya. 

Ketentuandalamkompilasi hokum islam, 

tampakbahwatanggungjawabsebagai orang 

tuatidakdapatgugurwalaupunmerekasudahbercerai. 

Ketikaanakitubelummumayyizmakapemeliharaanada pada ibunyanamunbiaya 

di tanggung oleh ayahnya. 

 

  



39 

 

 

 

BAB III 

ImplementasiPemenuhanHak Anak AkibatPerceraian 

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Temanggung 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata 

usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan 

negara tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan 

kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama 

sebagai pengadilan tingkat banding.47 

Pengadilan Agama Temanggungdibentukberdasarkan Surat Keputusan 

Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuatdalamStaatbladNomor 152 

Tahun 1882 yang dikeluarkan oleh 

pemerintahHindiaBelandayaitutentangPembentukanPengadilan Agama di 

Jawa dan Madura (BepalingBetreffende De Priesterraden Op Java En 

Madura)Tanggal 19 Januari 1882 dengannamaRaad Agama atau Penghulu 

 
47 https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan,diakses 

pada tanggal 18 November 2019 

https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan,
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Landraad. DenganadanyaStaatbladNomor 152 Tahun 1882 ini, 

makamenjaditonggaksejarahmulaidiakuinyaYuridis Formal 

keberadaanPeradilan Agama Jawa dan Madura pada umumnya dan 

Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya.48 

 

Wilayah yuridiksiPengadilan Agama Temanggung 

Pengadilan Agama Temanggungberalamat di Jalan PahlawanNomor 3 

Telp. (0293) 491161 TemanggungKode Pos 56214 dengan Luas Tanah 1.020 

M2 dan Luas Gedung 695. Wilayah Pengadilan Agama 

TemanggungmeliputiPemerintahan Daerah KabupatenTemangung yang 

terdiridari 20 Kecamatan, dan 289 Desa. Jumlahpenduduk pada tahun 2015 

sebanyak 745.778 denganrincian 373.819 laki-laki dan 371.959 perempuan. 

Dengan wilayah hukum yang sedemikianluas dan jumlahpenduduk yang 

 
48 https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilandiakses 

pada tanggal 18 November 2019 

https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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begitubanyak, Pengadilan Agama Temanggunghanyamemilikipegawai 21 

orang. Adapunbeberapakecamatan yang termasukalam wilayah 

tersebutakanpenyusunuraikansebagaiberikut ; 

1 KecamatanTemanggung 11 KecamatanGemawang 

2 KecamatanTlogomulyo 12 KecamatanJumo 

3 KecamatanKranggan 13 KecamatanKaloran 

4 KecamatanKedu 14 KecamatanPringsurat 

5 KecamatanNgadirejo 15 KecamatanTembarak 

6 KecamatanParakan 16 KecamatanSelopampang 

7 KecamatanBansari 17 KecamatanCandiroto 

8 KecamatanKledung 18 KecamatanBejen 

9 KecamatanBulu 19 KecamatanWonoboyo 

10 KecamatanKandangan 20 KecamatanTretep 

TabelKecamatan di wilayah Kab.Temanggung 

Visi 

TerwujudnyaPengadilan Agama Temanggung yang Agung 

Misi :  

1. Menjagakemandirian badan peradilan 

2. Memberikanpelayananhukum yang 

berkeadilankepadamasyarakatpencarikeadilan 

3. Tersedianyainformasipengadilan yang dapatdiakses oleh masyarakat 

4. TerwujudnyaaparaPengadilan Agama Temanggung yang profesional, 

efektif, efesien dan akuntabel. 
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5. BerupayamenciptakanaparaturPengadilan Agama Temanggung yang jujur, 

bersih dan berwibawa. 

Mengenaistrukturorganisasi, sesuaidenganPeraturanMahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata 

KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan. 

Dalamperaturantersebutdijelaskanbahwakepaniteraan dan 

KesekretariatanPeradilanadalahaparatur tata usaha negara yang 

dalammenjalankantugas dan fungsinyaberada di bawah dan 

bertanggungjawabkepadaKetuaPengadilan. Berikutstrukturorganisasi di 

Pengadilan Agama Temanggung ; TabelstrukturorganisasiPengadilan Agama 

Temanggung49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi,di

akses pada tanggal 18 Noveber 2019 

https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi,
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No JenisPerkara Sisatahun 

2017 

TerimaTah

un 2018 

PutusTahu

n 2018 

SisaTahun 

2018 

1 IzinPoligami 3 7 10 0 

2 CeraiTalak 72 474 489 57 

3 CeraiGugat 139 1198 1182 155 

4 Harta Bersama 1 3 4 0 

5 Penguasaan Anak 0 2 2 0 

6 Perwalian 0 3 3 0 

7 AsalUsul Anak 0 5 5 0 

8 Istbat Nikah 1 3 4 0 

9 Dispensasi Nikah 2 130 132 0 

10 WaliAdhol 1 2 3 0 

11 Ekonomi Syariah 1 1 1 1 

12 Kewarisan 0 4 3 1 

13 PenetapanAhliWar

is (P3HP)/ 

Kewarisan 

1 2 3 0 

14 Lain-lain 0 17 17 0 
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 Jumlah Total 221 1851 1858 214 

SumberLaporanTahunanPengadilan Agama TemanggungTahun 2018 

Jumlahperkara pada Pengadilan Agama Temanggungtahun 2018 

sebanyak 2072 perkara, terdiridarisisaperkaratahun 2017 sebanyak 221 dan 

perkara yang diterima pada yahun 2018 sebanyak 1851 perkara. Dari 

jumlahtersebutperkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 1858 perkara. 

Untuklebihjelasnyadapatdilihatdaritabel di bawahini ;50 

B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian 

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua dalam 

mengasuh dan mendidik anaknya. Seorang anak yang menjadi korban 

perceraian tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih 

sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang 

dari keluarga dan orangtua khususnya.  

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Temanggung ketika memutuskan terkait hak asuh anak pengadilan biasanya 

memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada 

ibunya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 105 yang menjelaskan bahawa anak 

yang belum mumayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. 

Setelah anak tersebut berusia 12 Tahun maka diberikan kebebasan memilih 

 
50LaporanTahunanPengadilan Agama TemanggungTahun 2018 
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diasuh ayah atau ibunya. Akan tetapi hak asuh anak bisa diberikan kepada 

pihak ayah apabila ibunya memiliki kelakuan yang tidak baik serta dianggap 

tidak cakap untuk menjadi seorang ibu atau mendidik anaknya.51 

Besaran biaya pemeliharaan anak harus mempertimbangkan dari segi 

kemampuan dan kecakapan, lebih ditekankan kebutuhan pokok terpenuhi 

terlebih dahulu agar kesejahteraan anak terlindungi. Dalam perkara cerai talak 

ada pembebanan biaya nafkah anak walaupun tidak ada permintaan. Hal ini 

berbeda dengan cerai gugat dimana harus ada permintaan mengenai 

hadhanah, kalau tidak ada permintaan maka pengadilan menganggap hal ini 

sudah di musyawarahkan oleh para pihak di luar sidang pengadilan.52Dalam 

penelitian ini penulis akan menjabarkan terkait implementasi pemenuhan 

hak-hak anak setelah putusan yang ditetapkan oleh Hakim. 

1. PutusanNomor 1192/Pdt.G/2018/PA.TMG 

Pemohon Bapak Kanan dan TermohonIbu Sri, bahwaPemohon dan 

Termohonadalahsuamiisteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Setember 

1998. DalamperkawinannyaPemohon dan Termohontelahdikaruniai 2 orang 

anakdalamasuhanTermohon. Bahwa pada 

awalperkawinanhubunganrumahtanggaPemohon dan 

Termohondalamkeadaanbaik dan harmonis, namunsejaksekitarTahun 2017 

 
51Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung 
52Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung 
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rumahtanggaPemohondan Termohonmulaigoyahkarenaterjadipertengkaran. 

Mengingatsertamemperhatikamsegalaketentuanperaturanperundang-undangan 

dan hukumislam yang berkaitandenganperkaraini ; 

Dalamkonvensi 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 

raji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama 

Temanggung; 

DalamRekonvensi 

1. Mengabulakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada 

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa ; 2.1. Nafkah 

iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah). 2.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 

(dua juta rupiah) 

3. Menetapkan anak bernama Imam bin Kanan umur 19 tahun dan Ifak 

bin Kanan umur 11 Tahun berada di bawah pemeliharaan, 

pengasuhan/hadonah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai 

anak tersebut dapat menentukan piihannya sendiri dengan 

memberikan hak akses bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah 

kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap 

anak tersebut; 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 

terhadap anaknya mellui Penggugat Rekonvensi inimal sejumlah 

Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan selain biaya pendidikan 

dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun sampai anak 

berumur 21 tahun atau menikah. 

Dalam konvensi dan Rekonvensi 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam 

ribu rupiah); 



48 

 

 

Dalamperkarainisuamimengajukanceraitalakkepadaistri yang 

ditujukankepadaPengadilan Agama Temanggung. 

DalamperkarainiistrimengajukanRekonpensi (GugatanBalik). Perkaratersebut 

pada pokoknyabahwadalamperkaraRekonpensiiniuntukpenyebutan para 

pihaksemuladisebutPemohondalamperkaraKonpesiselanjutnyadisebutTerguga

tRekonpensi dan 

untukTermohonKonpensiselanjutnyadisebutPenggugatRekonpensibersamaan

denganmenyampaikanjawabanawal, 

makagugatanPenggugatRekonpensitelahmemenuhiapa yang dikehendaki oleh 

Pasal 132 huruf b (ayat 1) HIR 

makagugatanRekonpensiPenggugatRekonpensidapatditerima dan 

harusdipertimbangkan. 

BahwagugatanPenggugat salah satunyatuntutanuntukmembayarnafkah 

2 orang anak yang berumur 19 Tahun dan 11 TahunsebesarRp. 

1.500.000,-/bulan (satujuta lima ratusribu rupiah), 

dalamjawabanRekonpensiTergugatRekonpensitidakkeberatan dan 

tidakmenyanggupiatastuntutanPenggugatRekonpensi. 

DikarenakanTergugatRekonpensitidakmampumembayarbiayatersebut dan 

hanyasanggupmembayarnafkah 2 orang anaksebesar Rp.1000.000,- (satujuta 

rupiah). Karena tidakadanyakesepakatanantarakeduabelahpihak dan 
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MajelismenentukanfaktabahwaTergugatRekonpensihanyabekerjasebagaipeta

ni yang penghasilannyatidakmenentu, maka Hakim Pengadilan Agama 

TemanggungmengadiliTergugatRekonpensiuntukmembayarnafkah 2 

oaranganaksebesar Rp.1000.000,- (satujuta rupiah) 

setiapbulansampaianakberumur 21 Tahunatausudahmandiri. 

NamunkenyataannyadalamwawancarakepadaIbu Sri (42 Tahun), 

bahwamantansuamijarangmenemuikeduaanaknya dan 

sudahtidaklagimemenuhihak dan kewajibanyasebagaiseorang ayah yang 

harusmemberikankasihsayang dan memberinafkahuntukanaknya. 

“Mantansuamihanyamemberikanuangkepadaanaksayakalausayamenyuruhana

k-anakuntukmemintauangkepadaayahnya. Itupunkalauadahal yang 

mendesakuntukkebutuhananak-anaksekolah. 

Itupunmantansuamihanyamemberi ala kadarnyaberkisarRp 500.000,- 

sampaiRp 700.000,- padahaluntukkeperluananak-anakitutidakcukup.”53 

Sedangkandalamwawancaraterhadap Bapak Kanan (43 Tahun), 

bahwaiamengatakan “Saya inicumapetani dan 

penghasilannyatidaktetaphanyacukupuntukkebutuhansehari-hari, 

kalauadauangtidakperludimintasayapastikasih. 

Apalagisekarangmantanistrisudahmenikahlagijadisayasungkankalaumauneng

okanak-anak, bukannyasayalalaidaritanggungjawabseorang 

 
53WawancaraIbu Sri 
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ayah”. 54 Dapatdisimpulkanbahwaseorang ayah 

beralsantidakdapatmemenuhihak-hakanaknyakarenamasalahekonomi dan 

pihakmantanistrisudahmenikahlagi. 

2. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.TMG 

Pemohon Amin umur 34 Tahun, agama islam, 

pekerjaankaryawanswasta. Termohon Tri umur 35 Tahun, agama Islam, 

pekerjaantidakbekerja. BahwaPemohon dan Termohontelahmenikahsecarasah 

pada tanggal 30 september 2005. Bahwadalamperkawinan yang sahPemohon 

dan Termohontelahdikaruniai 2 orang anak. Bahwa pada 

awalperkawinanhubunganrumahtanggaPemohon dan 

Termohondalamkeadaanbaik dan harmoni, namunsejaktahun 2017 

rumahtanggaPemohon dan 

Termohonmulaigoyahkarenaterjadipertengkarandisebabkankarenamasalaheko

nomi.Maka Hakim mengadili ; 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung; 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa 

nafkah anak bernama Denish, umur 2 tahun 6 bulan, minimal 

sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan 

penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 

tahun atau menikah; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 496.000 (empar ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 

 

 
54Wawancara Bapak Kanan 
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Dalamperkarainisuamimengajukanceraitalakkepadaistrinya yang 

ditujukankepadaPengadilan Agama Temanggung. BahwaPemohon dan 

Termohonsudahmelangsungkanpernikahan pada Tanggal 30 september 2005 

di Kantor Urusan Agama KabupatenMagelang. 

Dalamperkarainikeduanyatelahdikaruniaseoranganakberumur 2 Tahun 6 

Bulan dan selama 2 

bulanterakhirTermohonsudahtidakhidupsaturumahdenganPemohon. 

Bahwasesuaidengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 

Majelis Hakim 

dapatmenetapkannafkahanakkepadaayahnyaapabilasecaranyataanaktersebutb

eradadalamasuhanibunyasebagaimanadiaturdalamPasal 156 huruf (f) KHI dan 

dalamperkaraa quo berdasarkanketeranganPemohonanakbernamaDenishumur 

2 Tahun 6 

BulanberadadalamasuhantermohondnPemohonbersediamemberikannafkahke

padaanaktersebutsejumlahRp 400.000,- setiapbulandengankenaikan 10% 

setiaptahunhinggaanakituberumur 21 Tahunatausudahmenikah. 

DalamwawancarakepadaIbu Tri 

pihaknyamengatakanbahwamantansuaminyamemberikannafkahsesuaidengan

putusan Hakim. 

“Mantansuamikadang-kadangkesinicumangasihuangbuatanakkadangsebulans
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ekalikadangtelat juga 

ngasihnyatapisegitujelastidakcukupuntukkebutuhananak. Saya juga 

keepotanmengasuhanak, apalagisayaharusbekerja. Anak sayasekarang di 

asuhsimbah di Grabag”. 55 Sedangkanwawancarakepada Bapak Amin 

pihaknyamengatakan 

“sayakalaupulangkerjakadangmampirkeGrabagjenggukanaktapiselaludilarang 

oleh mertua, kalauuntukkebutuhananaksayakasihtiapbulansekitarRp 400.000,- 

sampaidenganRp500.000,-. Penghasilansayasebagaikaryawanpabrik juga 

gajinyatidakseberapa”.56 

3. Putusan 1412/Pdt.G/2018/PA.TMG 

PenggungatHerwanto, umur 29 tahun, agama islam, 

pekerjaanburuhharianlepas. TergugatFitriani, umur 23 tahun, agama islam, 

pekerjaanburuhharianlepas. BahwaPemohon dan 

Termohontelahmenikahsecarasah pada tanggal 21 September 2012. 

Bahwadalamperkawinan yang sah, PemohondnTermohontelahdikaruniai 1 

(satu) orang anak yang bernama Aliya umur 3 tahun, saatinibersamaTermohon. 

Mengingatseuapasaldalamperaturanperundang-undangan dan hukumislam 

yang berkaitandenganperkaraini, maka Hakim memutuskan : 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

 
55WawancaraIbu Tri 
56Wawancara Bapak Amin 
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung; 

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa 

nafkah anak bernama Aliya umur 3 Tahun, minimal Rp. 400.000,- 

(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap 

tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 Tahun atau menikah; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 366.000,- (tiga rsatus enak puluh enak ribu rupiah); 

Suamimengajukanceraitalak, PenggugatHarwanto 29 Tahun dan 

TergugatFitriani 23 Tahun. Pemohon dan 

Termohontelahmelangsungkanpernikahansecarasah di Kantor Urusan Agama 

KecamatanKledung pada Tanggal 21 September 2012 dan 

telahdikaruniaseoranganakberumur 3 Tahun. 

BahwaternyataTermohonmeskipundipanggilsecararesmi dan patut, 

tidakdatangmenghadap di mukasidang dan pula 

tidakternyatabahwatidakdatangnyaitudisebabkansuatuhalangan yang sah. Oleh 

karenaituTermohonharusdinyatakantidakhadir dan 

permohonantersebutharusdiperiksasecaraverstek. Menimbang, 

bahwasesuaidenganSema No. 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 

Majelis Hakim secaraex 

officiodapatmenetapkannafkahanakkepadaayahnyaapabilasecaranyataanakters

ebutberadadalamasuhanibunyasebagaimanadiaturdalamPasal 156 huruf (f) 

KHI, dan dalamperkaraaquo berdasarkanketeranganPemohon, 

anaktersebutbernama Aliya umur 3 (tiga) tahun, 
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beradadalamasuhanTermohon, dan 

PemohonbersediamemberikannafkahkepadaanaktersebutsejumlahRp 

400.000,00 (empatratusribu rupiah) setiapbulandengankenaikan 10% 

setiaptahunhinggaanaktersebutberumur 21 Tahunataumenikah. 

WawancarakepadaibuFitrianimengatakanpihaknyasudahtidakmaulagib

ertemumantansuaminya dan 

terkaitbiayaanakdirinyamampumembiayaianaknyasendiriwalaupunhanyabeke

rjasebagaiburuh. 

“terkadangmantansuamimenitipkanuangkepadakerabatatautetanggatetapiituha

nyaberlangsung 3 bulansekarangsudahtidaklagimemberibiayakepadaanaknya. 

Saya juga 

sanggupbiayaianaksayasendirisayasudahtidakbutuhbantuanmantansuami”.57 

SedangkansaatwawancarakepadabapakHarwantomngatakan “ 

sayasulitbertemuanaksayasudahhampir 6 bulantidakbertemu dan 

tidakdiperbolehkanbertemu oleh mantanistrisaya. 

Kalaumantanistrisayakerumahsayapastisayakasihtapimantanistrisayasudahtid

akmaubertemudengansaya dan sudahtidakpernahberkomunikasilagi”.58 

4. Putusan 1425/Pdt.G/2018/PA.TMG 

 
57WawancaraIbuFitriani 
58Wawancara Bapak Herwanto 
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Putusantentangpengasuhananak, PenggugatSugiyarti 40 

TahunpekerjaaniburumahtanggadenganinimelawanMuhyidin 48 

TahunpekerjaanKaryawanSwasta. Penggugat dan 

Tergugatsemulaadalahsuamiistri yang sahnamunsaatini status 

perkawinannyaantaraPenggugat dan 

TergugatdinyatakantelahberceraiberdasarkanputusanPengadilan Agama 

Temanggungtanggal 07 Agustus 2017 dalamsidangmajelis hakim Pengadilan 

Agama TemanggungNomor 1192/Pdt.G/2016/PA.TMG. 

Bahwadalamperkawinannya yang sahtelahdikaruniaiseoranganakumur 15 

Tahun dan dalampengasuhanTergugat. 

Penggugatselalurutinmengirimuanggunamencukupikebutuhananaktersebut, 

namunselamabulanjanuari 2017 

anaktersebutikutdalampengasuhanPenggugatsampaisaatini. 

MenimbangbahwaberdasarkanpertimbanganmakaMajelis Hakim 

menetapkananaktersebutberada di bawahHadlonahPenggugat. 

MeskipunanaktelahditetapkandlampemeliharaanPenggugat, 

namunTergugatsebagai ayah kandungnyatetapberhakuntukbertemu dan 

menyalurkankasihsayangnyaterhadapanaktersebutsemata-mataberdasarkanke

pentinganterbaik dan kesejahterananak dan 
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Penggugatsebagaipemeganghakasuhanaktidakbolehmemutuskanjalinankomu

nikasiantaraanakdenganTergugatsebagaiayahnya.  

BahwaPenggugatmenuntutkepadaTergugatbiayaHadlonahsetiapbulans

ebesarRp 2.000.000,- (duajuta rupiah), 

PenggugattidakdapatmembuktikankemampuanTergugatsedangkanmenurutket

erangansaksi-saksiPenggugat, TergugatbekerjasebagaiSatpam BRI, 

namunsaksitersebuttidakmenyebutkanbesaranpenghasilanTergugat, oleh 

karenaituMajelismenentukanbiayahadhonah yang 

dibebankankepadaTergugatsesuaidengankepatutanyaknisejumlahRp 

750.000,- (tujuhratus lima puluhribu rupiah) setiapbulandiluarbiayapendidikan 

dan kesehatansampaianakberumur 21 Tahunataumenikah. 

WawancarakepadaIbuSugiyartimengatakanmantansuaminyasudahtida

klagimemenuhihak dan kewajibananaknya. 

“mantansuamisayasudahtidakpernahberkomunikasikepadasayamaupunanaksa

ya, anaksaya trauma 

bertemuayahnyaapalagiwaktutinggalbersamaayahnyaselalumengalamikekeras

anfisikmaupunpsikis. 

Untukbiayaanaksayasudahditanggungsuamisayasekarang, 

apalagisuamisangatsayangkepadaanaksaya dan 
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anaksayabisamerasakankasihsayang ayah 

walaupunbukandariayahnyasendiri”.59 

Sedangkansaatpenelitibertemudengan Bapak 

Muyidinpihaknyamenyatakankesulitanekonomi, 

gajisatpamhanyacukupuntukkeperluannya. “Saya 

bukannyatidakmaumembiayaitapisaya juga kesulitandalamhalekonomi. 

Mantanistri juga sudahmenikahsayasungkankalauharuskesana dan 

ekonomimantanistricukupstabildibandingkandenganpendapatansaya yang 

kecil”.60 

5. Putusan 0916/Pdt.G/2018/PA.TMG 

Putusanperceraianantara Bapak Sugiono dan IbuMisnah, 

bahwaPemohon dan Termohontelahmenikahsecarasah pada tanggal 10 

November 1995. BahwadalampernikahanantaraPemohon dan 

Termohontelahdikaruniai 2 orang anakberumur 21 Tahun dan 5 Tahun. 

BahwaPemohon dan Termohontelahpisahrumahsejakawal 2015. 

BahwaataspernyataanKetuaMajelisPemohonmenyatakanbahwaPemohonsang

gupakanmemberikannfkahkepadaanakPemohon dan Termohon yang bernama 

Adnan umur 5 Tahun, minimal sejumlahRp. 1000.000,- (satujuta rupiah) 

setiapbulan, sampaianakberumur 21 Tahunataumenikah. 

 
59WawancaraIbuSugiyarti 
60Wawancara Bapak Muyidintanggal 16 November 2019 
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Menimbangbahwanilaiuangsetiaptahunakanmengalamiperubahan/penyusutan 

(inflasi) dan kebutuhananaksetiaptahunmengalamipeningkatan, oleh 

karenaitubesarnyabeban yang telahditentukan oleh Majelis Hakim 

terhadapPemohonsetiaptahunnyaharusditambah 10%. Amar putusan yang 

dijatuhkan oleh Hakim 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap dipersidangan, tidak hadir 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vesrtek; 

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung 

4. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohn berupa nafkah 

1 (satu) orang anak, umur 5 Tahun minimal sejumlah Rp.1000.000,- (satu 

juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau 

menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp.386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); 

Saatmelakukanwawancaraterhadap Bapak 

Sugiyonopihaknyamengatakan 

“sayasudahtidakberkomukiasilagidenganmantanistri dan anak-anak, 

awalnyasayarutinkasihuanganak-anaksetiapbulantetapisemenjaksayamenikahl

agi, sayajadikerepotan dan banyakkebutuhan yang 

harussayautamakanterlebihdahulu. Kalaulebarananak-anakkadangkesini. 

Biasanyakalaukesinisayakasihuangseadanya. 

Kalauadauanglebihsayaingetanak-anaktapimerekajarangkesini”.61 

 
61Wawancara Bapak Sugiyono pada Tanggal 24 November 2019 
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SedangkansaatmelakukanwawancaraterhadapIbuMisnahpihaknyamera

sakewalahanmerawatanak-anakapalagipekerjaannyahanyasebagaiburuhtani 

yang tidakseberapa dan harusmenghidupikeduaanaknya. “ 

mantansuamibiasanyakasihuangkeanak-anakkalaulebaran, kalaugalebaran 

juga gabakaldikasih. Untungnyaanaksaya yang 

besarsudahbekerjajadibisabantuincukupinkebutuhanrumah dan 

kebutuhanadiknya”.62 

Perceraiantidakmenyebabkanhilangnyahak dan kewajibansebagai 

orang tuadalampemeliharaananak, semata-matauntukkesejahteraananak. 

Perceraianmenyebabkananak-anakdibawahumurberadadalamasuhanibunya, 

sedangkanbiayapemeliharaanakanmenjaditanggungjawabayahnya. Apabila 

ayah 

tidakmampuPengadilanakanmenentukanbahwaibuakanikutmemikulbiayapem

eliharaantersebut.63Sejauhinisangatjarangterjadieksekusi di Pengadilan Agama 

Temanggung, sebagai Hakim 

hanyabisamemutussesuaidengantuntutanjikatidakadatuntutanmakadianggapsu

dahmenyelesaikansecarakekeluargaan. 

 

 

 
62WawancaraIbuMisnah 
63Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim Pengadilan Agama Temanggung 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK AKIBAT 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG 

 

A. Implementasi Putusan Hakim Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak 

Akibat Perceraian  

Perceraianadalahpenghapusanperkawinandenganputusan hakim 

atastuntutan salah satupihakdalamperkawinanitu.64Pemenuhan hak-hak anak 

akan tetap melekat kepada kedua orangtua walaupun pernikahannya sudah 

putus atau cerai. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa yang 

belum menjalankan sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh hakim 

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat 

ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua 

orang tuanya putus. Sebaliknya, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) memuat 

ketentuan imperatif bahwa anak wajib mengghormati orang tua dan menaati 

kehendak mereka yang baik. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 

 
64DjumairiAchmad, HukumPerdata II.DosenFakultasSyari’ahIAINWalisongo Semarang, 

1990, hal 65 
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47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, anak tersebut berada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya. Sedangkan 

dalam dalam Pasal 47 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak yang 

belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan 

hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh 

orang tuanya.65 

Pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan dijatuhkannya Putusan. 

Namun dengan jatuhnya putusan belumlah selesai persoalannya. Putusan 

tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, karena suatu putusan 

tidaklah berarti apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan terkait 

hak anak seperti nafkah dan hak asuh dilakukan tanpa eksekusi atau secara 

sukarela. Jika eksekusi secara sukarela ini tidak dapat dilaksanakan 

dikarenakan pihak yang kalah tidak dapat menjalankan putusan yang 

dijatuhkan padanya secara sukarela, maka pihak lain yang mendapatkan hak 

asuh dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama 

yang memutus perkara tersebut. 

Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami 

yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa 

dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. 

Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu yaitu, ibu bisa menegur atau 

 
65 Muhammad Syaifuddin, hlm.358-360 
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meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila manta suami masih 

tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa mengajukan eksekusi. 

Namun sayangnya ketika para responden ditanya tentang pengajuan eksekusi, 

semua responden tidak ada yang mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama. 

Pada waktu ditanya tentang adanya upaya hukum yang bisa dilakukan kepada 

mantan suami, agar menjalankan putusan Pengadilan Agama. Tidak ada 

responden yang mengajukan upaya hukum, disebabkan pengetahuan 

responden sendiri tentang hukum yang begitu rendah. Sedangkan Pengadilan 

juga bersifat pasif, maka banyak disebabkan seorang mantan istri tidak tau 

tentang adanya eksekusi terhadap mantan suaminya. Seharusnya Pengadilan 

bisa bersifat aktif dalam adanya eksekusi tersebut. Sehingga mantan istri bisa 

menuntut mantan suami agar bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya 

sesuai dengan putusan majelis hakim. 

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan 

anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah 

bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi 

korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka hadhanah 

merupakan solusinya dalam masalah ini. Hadanah adalah pemeliharaan anak 

di bawah umur dan oleh orang tua atau lainnya termasuk penyelenggaraan 
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pendidikan dan perlindungannya dari kemungkinan gangguan yang dapat 

menyakitinya.66 

Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup 

mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan 

sehari-hari. Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa terkait hak anak 

haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin 

terpenuhinya hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.  

Namun yang terjadi perihal hak-hak anak pasca perceraian di Wilayah 

Hukum Pengadilan Agama Temanggung semua hak asuh anak hasil 

perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang 

menanggung adalah ibu. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung 

hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. 

Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap 

kehidupan anak pasca perceraian yaitu kasih sayang antara kedua 

orangtuanya dan dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan 

dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi 

tanggung jawab suami.  

 
66Djamaan Nur, hlm.120 
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Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan, 

Pengadilan Agama Temanggung memutuskan mengenai biaya nafkah anak 

dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf 

c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya 

perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam 

huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas 

dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah 

tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam 

kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang 

seharusnya menafkahi anak-anaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak 

menjalankan putusan tersebut. 

Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim dalam menentukan 

kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat 

dari kemampuan ekonominya. Dalam memutuskan perkara hakim memberi 

beban pembuktian kepada istri, dalam pembuktian adakalanya menghadirkan 

saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis 

yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja.67 

Pemenuhan hak-hak anak akan tetap melekat kepada kedua orangtua 

walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun, dalam kenyataannya 

 
67Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim di Pengadilan Agama Temnaggung 
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masih ada beberapa yang belum menjalankan sesuai putusan yang telah 

ditetapkan oleh hakim. Adapun faktor yang sering dialami oleh orang tua 

terkait pemenuhan hak-hak anak yaitu ;68 

1. Faktorkomunikasi 

Hal yang harusdipertahankansetelahterjadinyaperceraianantarakedua 

orang tuaadalahuntuktetapmenjagakomunikasi dan 

tidakmengurangisekecilapapunhak-hak yang 

harusdiberikankepadaanak-anaknya, agar seoranganakbisatumbuh dan 

berkembangdenganbaik. Karena akibatterjadinyaperceraian, 

secaratidaklangsunganaklah yang akanmenjadikorbannya. Hal 

inisecaraotomatisanakakanberpisahdengan salah satu orang tuanya dan 

tidakakanlagitinggalbersama. 

Akibatnyarawansekalikelalaian-kelalaianterhadapkewajiban yang 

semestinyadiberikan, demi 

untukmenunjangtumbuhkembangsianaksecarawajar. 

Namunsangat di sayangkanrealita yang terjadi, masihadaseorang ayah 

yang 

lalaidengantanggungjawabnyadalamhalpembiayaankebutuhansehari-hariseora

nganak. Setelah terjadinyaperceraiankomunikasiterhadapanak-anaknya juga 

terputus. Sehinggakedekatanseorang ayah 

 
68Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung 
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terhadapanak-anaknyasudahtidakeratlagi, 

seoranganaklebihcenderungdenganibunya. 

Putusnyakomunikasikanmenyebabkanputusnyatalisilaturahmidiantarakeduan

ya.  

2. Faktorekonomi 

Permasalahanbiayanafkahanaksetelah orang tuaberceraiadalahhal yang 

sangatpentinguntukmenjaminkehidupansehari-harianaktersebut. Setelah 

terjadinyaperceraiananakselalumenjadi korban, 

sedangkananaktidakbersalahatasperceraiankeduaorangtuanya. 

Jikadiperhatikanperaturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

maupunhukum Islam, 

bahwatanggungjawabtentangbiayanafkahanaksetelahterjadinyaperceraian 

pada prinsipnyadibebankankepada orang tualaki-laki. 

Apabilaadakendaladalammelaksanakankewajibanyadalamhalpemberianhakna

fkahanakkarenaketerbatasanekonomi, tidakadaalasan yang 

menjadikankewajiban ayah gugur. Akan tetapikewajibanyatetapmelekat dan 

harusmemberikansegalanyauntukanak demi kelangsunganhidup. 

 

B. Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Temanggung Terkait Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian. 
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Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 

tentangPerkawinanmerupakansumberhukumperkawinan yang 

mengaturmengenaisegalasesuatu yang berkaitandenganperkawinan dan 

perceraian. Namun, 

apabilaterjadisengketamengenaihak-hakanakketikaperkawinanputuskarenaper

ceraianUndang-Undanginitidakmengatursecarajelas dan tegas. DalamPasal 41 

Undang-UndangPerkawinanakibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah 

;69 

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

putusan. 

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab 

bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan 

kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul 

biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan atau menetukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

Pasal 41 lebihmengfokuskankepadakewajiban dan 

tanggungjawabmateril yang menjadibebansuamiataubekassuamijikaiamampu. 

Jadidenganadanyaperceraian, ketentuandalamsubstansiUndang-Undang No. 1 

tahun 1974 

tentangPerkawinandiatasmenunjukanbahwatanggungjawabseorang Ayah 

kepadaanaknyatidakdapatgugurmeskipunantarakeduanyasudahbercerai, 

ataupunsudahmenikahlagi. Kemudiandapat juga 

 
69Pasal 41 Undang-UndangNomer 1 TentangPerkawinan 
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dipahamibahwaketikaanakmasihbelumbaligh, 

makapemelihraananakmerupakanhakibu, 

namunbiayanafkahnyamenjaditanggungjawabayahnya. 

Dengandemekianmeskipunusiaanakbelumbaligh dan 

pemeliharaannyaberadadalamnaunganibu, akantetapisegala yang 

menyangkutbiayasepenuhnyatanggungjawabayahnya. 

Salah 

satuakibathukumdariterjadinyaperceraianadalahmengenaihak-hakanak yang 

dilahirkanselamaperkawinan. DalamketentuanumumPasal 1 huruf g 

KompilasiHukum Islam, 

menganaimasalahHakanaksebagaiakibatputusnyaperkawinankarenaperceraian

lebihdikenaldenganistilahHadhanahyaitukegiatanmengasuh, memelihara dan 

mendidikanakhinggadewasaataumampuberdirisendiri. 

Mengenaimasalahhadhonahtelahdiatursecararinci di dalamPasal 105 

KompilasiHukum Islam, yaitu :70 

Dalamhalterjadinyaperceraian : 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

 
70KompilasiHukum Islam, (Bandung, Nuansa Aulia;2012), hlm. 44 
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Meskipun ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang 

memberikan secara otomatis perihal Hadhonah anak yang belum mumayyiz 

jatuh ketangan Ibu, namun ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak, 

apabila dari pihak bapak menghendaki hak asuh anak. Hakim 

dapatmemberikanhakhadhonahitukepadabapakdisertaidenganalasan-alasan 

yang menguatkanuntukmenggurkanhakasuhibu. Misalibuberakhlakburuk, 

cacat moral ataucacat mental. Pada 

prinsipnyaselaludiutamakankemaslahatanataukepentinganterbaikbagianak. 

PenentuanpemberianhakHadhonahinikepadasiapadiantara ayah atauibu yang 

paling mampumenjaminterpeliharanyakemaslahatananak. Untukmengukur 

dan 

mengklarifikasiterwujudatautidaknyakemaslahatananakmakaharusmemperhat

ikanaspek-aspek yang berhubungandengankeadaan orang yang mengasuh dan 

memeliharatersebut.71 

Hikmah pemeliharaananak oleh ibunya. Pertama, 

dalamsoalkehidupankemasyarakat, fungsiperempuanberbedadarilaki-laki. 

Bantuankasihsayangterhadapanak dan 

pendidikananaklebihutamadiserahkankepadaibu. 

Keistimewaanibudalamhalinisangatdibutuhkan pada masa kanak- kanak. 

Kedua, ibulebihbanyakbergauldengananakdibanding ayah dan 

 
71Wawancaradengan Bapak Sunaro Hakim Pengadilan Agama Temanggung 
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lebihtahudalamsoalpakaian, makanan, minumansertakesehatan dan lain-lain. 

Hikmah pengasuhananaklaki-lakisampaitujuhtahun dan 

anakperempuansembilantahun, karenaanaklaki-laki pada 

usiatujuhtahuntelahdapatmembantudirinyauntukmemulaimengetahuitentangse

suatu, tata carasopansantunataubergauldenganlingkungan. 

Adapunanakperempuansampai Sembilan tahunkarenaiamemerlukanwaktu 

yang agakpanjanguntukbisamemeliharadirinya. 

Dalamhaliniibulebihbanyakmengertikeadaananakperempuan.72 

Hakim dapatmemintaketerangandari sang 

anakitusendirimengenaikeinginnyaapakahinginikutbapakatauibunya. 

Ketikaanaksudahberumur 12 Tahun, 

diatelahdikatakanmumayyizsehinggadianggaptelahcakap dan 

telahmampumembedakanantara yang baik dan buruk. 73  Hal 

inisesuaidenganPasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

TentangPerlindungan Anak ; 

“Setiapanakberhakmenyatakan dan di dengarpendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikaninformasisesuaidengantingkatkecerdasan dan 

usianya demi penngembangandirinyasesuaidengannilai-niaikesusilaan dan 

kepatutan.” 

Hak lain yang melekat pada anak, termasukkewajiban orang 

tuabagianak juga termuatdalamUndang-Undang No. 35 Tahun 2014 

 
72Yaswirman, HukumKeluarga, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm. 247 
73Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim Pengadilan Agama Temanggung 
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TentangPerlindungan Anak Pasal 4 menyebutkanbahwa : 

Setiapanakberhakuntukdapathidup, tumbuh, berkembang dan 

beradaptasisecarawajarsesuaidenganharkat dan martabatkemanusiaan, 

sertamendapatperlindungandarikekerasan dan 

diskriminasi. 74 Undang-Undangtersebut juga 

menyatakanbahwaperlindungananakadalahsegalakegiatanuntukmenjamin dan 

melindungianak dan hak-haknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuaidenganharkat dan martabatkemanusian, 

sertamendapatperlindungandarikekerasan dan diskriminasi. 

Mengenaihak-hakanakditegaskan oleh Undang-UndangNomor 35Tahun2014 

dalambeberapaPasalnya, sebagaiberikut; 

Di dalamPasal 4, ditegaskanbahwasetiapanakberhakuntukdapathidup, 

tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasisecarawajarsesuaidenganharkatmartabatkemanusiaan, 

sertamendapatperlindungandarikekerasan dan diskriminasi. 

1. Di dalam Pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri. Kemudian dalam Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan 

bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik baik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir. 

 
74Undang-UndangNomor 35 tahun 2014 tentangPerlindungan Anak 
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2. Di dalam Pasal 9 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. 

3. Di dalam Pasal 13, ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung 

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

deskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidak adilandan 

pelakuansalah lainnya. 

Faktorkomunikasi dan 

ekonomiselalumenjadikendaladalampemenuhanhak-hakanak. Setelah 

melakukanwawancaradenganbeberaparespondenmasihada para pihak yang 

mengabaikanpemenuhanhakanak, 

bukanhanyahakdalamnafkahtapihakuntukmemperolehkasihsayangdarikedua 

orang tuanya. Hal initidaksejalandenganperaturanprundang-undangan yang 

ada, dimanahak-hakanak yang belumcukupumurmasihmelekat di antarakedua 

orang tuanya. Suatuperceraiantidakberakibathilangnyakewajiban orang 

tuadalammengasuh dan mendidikanaknya. Seoranganak yang menjadi korban 

perceraiantetapmempunyaihakuntukmemperolehperhatian dan 

kasihsayangdarikedua orang tuanya. 

Mengenaitanggungjawab orang tua juga disebutkandalampasal 9 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakanbahwa : orang tuaadalah 

yang 

pertama-tamabertanggungjawabatasterwujudnyakesejahteraananaksecararoha
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ni, jasmanimaupunsosial. SelainitudalamUndang-UndangNomor 39 Tahun 

1999 tentangHakAsasiManusia, yang pada Pasal 52 menyatakan:  

1. Setiapanakberhakatasperlindungan oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat dan negara. 

2. Hakanakadalahhakasasimanusia dan 

untukkepentinganhakanakitudiakui dan dilindungi oleh 

hukumsejakdalamkandungan. 

Kewajiban dan 

tanggungjawabterhadappenyelenggaraanperlindungananakmenurutPasal 20 

Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014, dilakukan oleh negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua. dalamPasal 23 Undang-UndangNomor 35 

Tahun 2014 menegaskanbahwa negara dan 

pemerintahmenjaminsertamengawasipenyelenggaraanterhadapperlindungan, 

pemeliharaan dan kesejahteraananakdenganmemperthatikanhak dan kewajiban 

orang tua, waliatau orang lain yang secarahukumbertanggungjawabterhadapanak. 

Orangtuaadalah yang 

pertamabertanggungjawabatasterwujudnyakesejahteraananak, 

baiksecarajasmanimaupunrohani. 

Tanggungjawabinimengandungkewajibanuntukmemeliharasertamendidikanaksed

emikianrupasehinggaanakdapattumbuh dan berkembangmenjadi orang yang 

cerdas, sehat, berbudiperkertiluhur, berbaktikepada orang tua, 

bertaqwakepadaTuhan Yang MahaEsa dan 
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berkemauansertaberkemampuanuntukmeneruskancita-citabangsaberdasarkanpanc

asila. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanpembahasandiatasmakadapatditarikkesimpulanbahwa: 

1. Anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, selain 

mempunyai hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ia 

juga mempunyai hak untuk menuntut orang tua jika melalaikan 

kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Agama, ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu. 

Orang tua yang tidak melaksanakan putusan hakim untuk: tetap 

menafkahi anaknya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu yang dinamakan 

dengan sita eksekusi. 

2. Seorang anak yang menjadi korban perceraian menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetap mempunyai hak 

untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. 

Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada 

khususnya. Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban atas 

kehidupan si anak. Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban 

orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 
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2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : Setiap 

anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

B. Saran. 

Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban 

untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan 

dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih 

sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan 

bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan 

adanya perceraian· orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas 

pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak. 
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